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ABSTRAK 

 

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

Kluster Jaminan Produk Halal berdampak krusial karena justru terlihat 

memunculkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan originalitas atau 

merubah nilai-nilai syariah dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal namun terlihat efektif dalam memangkas dan mempercepat 

pelaksanaan birokrasi serta peraturan yang tumpang tindih. Tulisan ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses 

pembentukan hukum kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Teori Politik Hukum 

Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Teori 

Maṣlaḥah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (libry research) 

dengan sifat penelitian deskriptif analisis, sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan perundang-undangan (statue 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, pengaturan sertifikasi 

halal di Indonesia mengalami perubahan yang awalnya bersifat parsial kemudian 

diatur secara khusus setelah dibuatnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal hingga masuknya Undang-Undang tersebut 

kedalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, politik 

hukum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat 

menggunakan konfigurasi politik yang demokratis dimana apabila ditinjau dari 

aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta teori pembentukan peraturan 

perundang-undangan telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam substansi 

muatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  Sedangkan politik hukum 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk 

Halal dibuat dengan menggunakan sistem konfigurasi politik otoriter karena 

dalam proses pembuatannya banyak melanggar asas-asas pembentukan peraturan 

perudang-undangan sebagaimana yang dinyatakan dalam sidang putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang No. 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat karena cacat 

formil. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam merevisi substansi terkait 

penyelenggaraan jaminan produk halal untuk mencapai kemaṣlaḥahatan telah 

sesuai dengan konsep Maṣlaḥah dalam kaidah Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah 

Manūṭun Bi Al- Maṣlaḥah yaitu memelihara agama (hifdz ad-dīn), memelihara 

jiwa (hifdz al nafs), memelihara akal (hifdz al-āql), dan memelihara harta (hifdz al 

māl).  
 

Kata Kuci: Politik Hukum; Sertifikasi Halal; Maṣlaḥah.  
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ABSTRACT  

Establishment of Law no. 11 of 2020 concerning the Creation of Halal 

Product Guarantee Clusters has a crucial impact because it appears to have created 

provisions that eliminate originality or change sharia values from Law no. 33 of 

2014 concerning Guaranteed Halal Products, but it looks effective in cutting and 

accelerating the implementation of bureaucracy and overlapping regulations. This 

paper aims to analyze the regulation of halal certification in Indonesia and the 

process of establishing the legal obligation of halal certification based on Mahfud 

MD's Political Legal Theory, Theory of Formation of Legislation and Theory of 

Malaḥah. 

This research is a type of normative juridical research (library 

researchresearch nature descriptive analytical, while the approach used in this 

research is twofold, namely the statutory approach (status approach) and the 

conceptual approach (conceptual approach). 

Based on the results of the study, it is known that, First, the regulation of 

halal certification in Indonesia underwent changes which were initially partial and 

then specifically regulated after the enactment of Law no. 33 of 2014 concerning 

Guarantee of Halal Products until the entry of the Act into Law no. 11 of 2020 

concerning Job Creation. Second, the legal politics of Law no. 33 of 2014 

concerning Guarantee of Halal Products is made using a democratic political 

configuration where when viewed from the philosophical, sociological and 

juridical aspects as well as the theory of the formation of laws and regulations, it 

is in accordance with the principles that apply in the substance of the content of 

the law as regulated in the Act. Law No. 13 of 2022 concerning the Second 

Amendment to Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. 

Whereas legal politics Law no. 11 of 2020 concerning Creation of Halal Product 

Guarantee Clusters was made using an authoritarian political configuration system 

because in the process of making it many violated the principles of the formation 

of laws and regulations as stated in the Constitutional Court ruling No. 91/PUU-

XVIII/2020 that Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation is conditionally 

unconstitutional due to a formal disability. Third, the government's policy in 

revising the substance related to the implementation of halal product guarantees to 

achievebenefit is in accordance with the concept of Ma'laḥah in the rules of 

Taṣarrul Al-Imam 'Ala al-Ra'iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah , namely 

maintaining religion (hifdz ad-dīn), maintaining soul (hifdz al nafs), maintain the 

mind (hifdz al-āql), and maintain property (hifdz al mal).  
 

Keywords: Legal Policy; Halal Certification; Maṣlaḥah.  
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MOTTO 

 

ِْذُ نُِفَْغِّ ا ٌجَُا ًَ ٍْ جَاْذََ فئَََِّ يَ َٔ  
 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 

 

ٌْقاً إنِىَ انْجََُّتِ   ِّ طَشِ ا، عََّٓمَ اللهُ نَُّ بِ ًً ِّ ػِهْ ٍْ ظُ فِ ًِ ٌْقاً ٌهَْخَ ٍْ عَهكََ طَشِ  يَ

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah 

akan memudahkan baginya jalan menuju surga” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ eṡ (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ḥa (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
eṣ (dengan titik di 

bawah) 
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 ḍaḍ ḍ ض
ḍe (dengan titik di 

bawah) 

 ṭ ṭ ط
ṭe (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
ẓet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ...„… koma terbalik ke atas„ ع

 Gaīn G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ꞌ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

عاقدينتم  muta„āqidain 

 iddah„ عدة
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C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila ta‟ marbūṭah di dimatikan ditulis h. 

  hibah هبة

 Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟karāmah al-auliyā كرامة الأولياء

 

D. Vokal Pendek 

 fatḥah A ـَ

 Kasrah I ـِ

 ḍammah U ـُ

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif Ā جاهلية Jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ya‟ mati Ā يسعى yas„ā 

Kasrah + ya‟ mati Ī كريم Karīm 

ḍammah + wau mati Ū فروض furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya‟ mati Ai بينكم Bainakum 

fatḥah + wau mati Au قول Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 a‟antum أأنتم

 u‟iddat أعدت

 la‟in syakartum لئن

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 al-Qur‟ān القرأن

 al-qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‟as-samā السماء

 asy-syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ ذويالفروض

 ahl as-sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dikenal sebagai negara muslim. Salah satu syariat yang 

harus dilaksanakan oleh seorang muslim ialah menjaga kehalalan suatu produk 

yang hendak dikonsumsi.
1
 Mengkonsumsi produk halal bagi setiap muslim pada 

dasarnya merupakan suatu hal yang wajib dan tidak dapat diganggu gugat 

hukumnya. Hal tersebut sudah tercantum secara jelas dalam Alquran: 

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki 

yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.
2 

 

Dari penjelasan ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada hamba-

Nya untuk mengkomsumsi makanan yang baik yaitu makanan yang sudah jelas 

kehalalannya, baik halal dari segi bahan bakunya maupun halal dari cara 

memperoleh juga cara mengelolanya. Baik bisa juga diartikan dari segi 

kemanfaatannya, seperti yang mengandung maṣlaḥah bagi para konsumennya, 

salah satunya; mengandung gizi yang tinggi, vitamin yang cukup, serta berbagai 

protein yang dibutuhkan oleh tubuh dan lain sebagainya. Mengkonsumsi produk 

halal merupakan salah satu perintah agama Islam dan keharusan untuk 

                                                           
1
 Syokron Jazil dan Ainun Fitri Syah, Propaganda Dan Validitas Kebenaran,  

(Jember: Nanopedia, 2021), hlm. 10. 

 
2
 QS. Al-Maidah: 88. 



2 
 

 

menjalankan perintah agama di Indonesia telah diatur di dalam konstitusi negara 

yaitu dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi bahwa: 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya 

itu.
3 

 

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwasanya setiap penduduk 

dijamin oleh negara untuk melaksanakan perintah agama sesuai keyakinannya 

masing masing. Mereka memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan 

dan perlindungan hukum terhadap kehalalan suatu produk khususnya bagi umat 

muslim.
4
 Oleh sebab itu, perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum 

berupa jaminan kehalalan pangan yang hendak dikonsumsi dan produk lain yang 

digunakan.
5
 Salah satu upaya negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu 

melalui sertifikasi dan labelisasi halal bagi setiap produk makanan, minuman, 

obat, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.
6
 Adapun yang dimaksud dengan 

sertifkat halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh 

BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.  

Tujuan pemberlakuan sertifikasi halal selaras dengan Maqāṣid asy-

Syarī‟ah khususnya berkaitan dengan hifż al-dīn (perlindungan terhadap agama), 

                                                           
3
 Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 
4
Ridwan Arifin, “Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of 

Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia,” Jurnal Hukum Islam, (6 Juni 

2020), hlm. 121–36. 

 
5
Purwanti Paju, Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindugan 

Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, (Jakarta: Akademia, 2016), hlm. 110. 

 
6
Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” 

Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2 (January 9, 2018), hlm. 

357–76. 
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hifż al-nasf (perlindungan terhadap jiwa), hifż al-„aql (perlindungan terhadap 

akal), dan hifż almāl (perlindungan terhadap harta).  

Adapun upaya negara untuk melegalkan pelaksanaan sertifikasi halal 

diwujudkan dengan dibuatnya regulasi khusus yang mengatur terkait hal itu yaitu 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewajiban 

sertifikasi halal termuat di dalam Pasal 4 yang berbunyi bahwa “Produk yang 

masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat 

halal.”
7
  

Berlakunya undang-undang tersebut merupakan wujud peran negara 

untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat muslim agar 

tidak perlu khawatir dan ragu akibat perdagangan bebas yang dilakukan Negara 

Indonesia dengan berbagai negara diseluruh dunia yang dianggap berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan produk halal, baik yang 

merupakan produk dalam negeri maupun produk impor. Melalui undang-undang 

tersebut, diharapkan setiap produsen harus secara transparansi dalam memberikan 

informasi terkait produk yang diproduksi untuk melindungi setiap hak dan 

kepentingan konsumen.
8
 Adapun yang dimaksud ialah hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, terutama 

atas kenyamanan (tidak menimbulkan keraguan) dalam mengkonsumsi makanan 

yang sesuai dengan keyakinannya.
9
 

                                                           
7
 Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.  

 
8
Siti Muslimah, “Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif 

Perlindungan Konsumen Muslim, Jurnal Yustisia, (Jakarta, 2011), hlm. 20. 

 
9
Pasal  4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
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Pada realitanya, sampai saat ini polemik terhadap kewajiban sertifikasi 

halal masih terus membuka ruang perdebatan, dimana jaminan dan kepastian 

hukum terkait produk halal masih diragukan mengingat peredaran dan produk di 

pasar domestik yang semakin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi 

pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis, juga karena 

produk halal Indonesia yang belum memiliki standar dan tanda halal resmi 

(Standar Halal Nasional) seperti yang ditetapkan oleh pemerintah di Singapura, 

Amerika Serikat, dan Malaysia serta sistem informasi produk halal yang belum 

sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-

produk yang halal. Ditambah lagi setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk melakukan 

penyederhanaan terhadap kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk 

menyuburkan iklim investasi di Indonesia sehingga berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat.
10

  Salah satu regulasi yang turut dirubah melalui 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.  

Pada awalnya, sertifikasi halal di Indonesia merupakan hal yang bersifat 

sukarela yang dapat dilakukan oleh setiap produsen atau pedagang melalui 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dikarenakan jaminan mengkonsumsi produk 

halal merupakan kebutuhan yang urgent bagi masyarakat muslim maka 

pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

                                                           
10

Alexander Prabu et al, “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law,” Jurnal 

Lex Specialis, Vol. 1 No. 2 (27 December 2020), hlm. 41.  



5 
 

 

Produk Halal (JPH), dimana sertifikasi halal menjadi hal yang wajib bagi setiap 

pelaku usaha.
11

  Untuk menunjang regulasi tersebut pemerintah kemudian 

mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan 

Produk Halal sebagai aturan keberlanjutan yang di dalamnya menunjuk Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai Badan Auditor Halal sekaligus pembuat 

sertifikasi dan labelasi halal. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, ada beberapa hal 

terkait jaminan produk halal yang dianggap menimbulkan problem yuridis  salah 

satunya yaitu dalam Pasal 4A ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan 

kecil. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: 

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil kewajiban bersertifikat halal sebagaimana 

didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 didasarkan atas 

pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. 

 

Pada pasal di atas, kewajiban sertifikasi halal hanya didasarkan pada 

pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil meskipun pernyataan tersebut harus 

dilakukan sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) namun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, 

self declaration terhadap produk halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja 

berpotensi melanggar hak-hak konsumen karena pengawasannya sulit dilakukan.  

Pasal tersebut jelas tidak selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 

                                                           
11

Hambali Hambali, “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk 

Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To 

Trade Agreement),” Jurnal Nurani Hukum, Vol. 2 No. 2 (15 Agustus 2020), hlm. 48–61, Sitti Nur 

Faika and Musyfika Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī‟ah,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. 2 No. 2 (9 Juni 2021). 
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2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibakan sertifikasi halal 

bagi semua produk yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu pasal 

tersebut juga dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan amanat 

konstitusi yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi: 

Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia. Dimana, jiwa pembukaan UUD 1945 serupa 

dengan jiwa pembukaan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yaitu 

proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar 

mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar 

dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.   

Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan umat Islam sebagai warga 

negara yang berhak atas perlindungan dalam mengekpresikan kewajiban 

agamanya dan pada sisi lain sebagai konsumen juga berhak atas perlindungan 

terhadap hak-haknya yang diakui oleh hukum salah satunya untuk memperoleh 

jaminan mengkonsumsi produk halal.
12

 Yang demikian, selaras dengan Maqāṣid 

asy-Syarī‟ah yaitu untuk kemaṣlaḥahatan umat manusia. Oleh sebab itu maka, 

setiap aturan maupun kebijakan yang di buat oleh penguasa haruslah berorientasi 

kepada kemaṣlaḥahatan masyarakat banyak daripada mementingkan kepentingan 

pribadi maupun golongan. 

Menindak lanjuti perubahan regulasi dari Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, pemerintah kemudian 

                                                           
12

Holijah, “Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999,” Nurani: Jurnal Kajian Syari‟ah dan Masyarakat, Vol. 15 No. 1 

(2015), hlm. 01–26.  
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mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimaksudkan sebagai acuan dalam 

tatacara pelaksanaan sertifikasi halal. Dalam PP tersebut lembaga pembuat 

sertifikasi dan labelasi halal bukan lagi dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) melainkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Dimana untuk merealisasikan fungsinya, BPJPH membentuk Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH) yang beranggotakan sejumlah orang yang bertugas sebagai Auditor 

Halal dan Penyelia Halal untuk membantu proses penyelenggaraan jaminan 

produk halal melalui pemeriksaan produk. 

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala BPJPH tentang 

Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH, sampai akhir tahun 2020 hanya ada 

tiga LPH yang terbentuk secara resmi yaitu LPPOM MUI, LPH PT Sucofindo dan 

LPH PT Surveyor Indonesia. Ketiga lembaga tersebut merupakan bentuk realisasi 

dari Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terkait penyelenggaran kewajiban 

sertifikasi halal bagi semua produk kecuali kelompok usaha yang masuk daftar 

produk non-halal dan tidak wajib sertifikasi halal. Kebijakan ini khususnya 

diperuntukkan untuk usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, 

dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan 

bahwa jumlah UMK khusus kluster makanan dan minuman mencapai sekitar 3,9 

juta unit. 

Di sisi lain, perbandingan jumlah LPH dan pelaku usaha yang harus 

disertifikasi halal hingga saat ini masih belum mencapai kondisi ideal. Sehingga 

perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk 
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mendapatkan serta mengkonsumsi produk halal masih dipertanyakan dan terus 

membuka ruang perdebatan. Hal ini karena pelaku usaha UMKM telah banyak 

yang tersebar di level kabupaten bahkan kecamatan, apalagi ditambah dengan 

adanya pengecualian kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM 

melalui pernyataan pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 4A UU No. 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal.  

Berdasarkan problematika di atas, tulisan ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dan proses pembentukan 

regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal apabila ditinjau berdasarkan 

Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011), serta Teori Maṣlaḥah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

beberapa masalah yang akan difokuskan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia? 

2. Bagaimana politik hukum perubahan regulasi Jaminan Produk Halal dari 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal? 
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3. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum 

kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari perspektif Maṣlaḥah? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, 

maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pengaturan kewajiban 

sertifikasi halal di Indonesia. 

b. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana politik hukum terkait 

perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal. 

c. Untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah terkait 

penetapan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari 

perspektif Maṣlaḥah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini 

yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang 

dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, perpustakaan secara umum 

dan tempat tempat penelitian dalam ilmu hukum, khususnya yang berhubungan 

dengan pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, dan politik hukum 

terkait perubahan Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan 
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Produk Halal serta kebijakan pemerintah dalam menetapkan perubahan hukum 

kewajiban sertifikasi halal apabila dilihat dari perspektif Maṣlaḥah. 

 

D. Telaah Pustaka 

Berikut beberapa karya tulis hasil penelitian sebelumnya yang 

bersinggungan dengan topik yang hendak penulis teliti yaitu: 

Penelitian Pertama, merupakan artikel yang ditulis oleh Musa Taklima 

pada tahun 2021 dengan judul “Self-Declare Halal Products for Small and Micro 

Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer 

Spiritual Rights”. Dua hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, pertama 

mendiskusikan landasan konstitusional produk halal sebagai hak spiritual 

konsumen muslim dari beberapa peraturan perundang-undangan, kedua adalah 

analisis inkonstitusionalitas Pasal 4A dilihat dari koherensi dan konsistensinya 

dengan norma yang lebih tinggi berdasarkan stufenbau theorie Hans Kelsen dan 

moralitas hukum Lon Fuller, serta implikasinya terhadap hak spiritual 

konsumen.
13

  

Penelitian kedua, merupakan tesis yang ditulis oleh Andar Zulkarnain 

Hutagalung pada tahun 2021 dengan judul “Analisa Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)”.
14

 

                                                           
13

 Musa Taklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: 

Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights,” Dejure: Jurnal 

Hukum dan Syari‟ah, Vol. 13 No. 1, (2021).  

 
14

Andar Zulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan 

Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan,” Tesis: Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah, (2021).  
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Adapun kajian yang ditulis dalam penelitian ini terkait analisis hukum Jaminan 

Produk Halal sebelum dan Pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menyebutkan implementasi dari undang-

undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja terkendala karena pembentukannya 

banyak mengabaikan faktor-faktor filosofis, sosiologis dan yuridis. 

Penelitian Ketiga, merupakan artikel yang ditulis oleh Muhammad 

Abduh pada tahun 2021 dengan judul “Implementation of Halal Product 

Guarantee for Micro Enterprises.”
15

 Hal yang dikaji tentang bagaimana geliat 

usaha mikro dalam menjalankan jaminan produk halal pasca diberlakukannya 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana sebelumnya 

pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

sertifikasi halal merupakan hal yang wajib bagi para pelaku usaha mikro dan 

kecil. Namun di Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, mereka 

diberikan kelonggaran dengan tidak wajib sertifikasi halal melainkan cukup 

dengan pernyataan (self declaration). 

Penelitian Keempat, merupakan artikel yang ditulis oleh Ridwan Arifin, 

Waspiah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah dan Vania Shafira Yuniar pada tahun 

2020 dengan judul “Halal Product Guarantee to the Development of Small and 

Medium Enterprises Business in Indonesia.”
16

 Hasil penelitiannya, jaminan 

                                                           
15

Muhammad Abduh, “Implementation of Halal Product Guarantee for Micro 

Enterprises,” Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No. 1 (28 Maret 2021). 

 
16

Ridwan Arifin, Waspiah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah dan Vania Shafira, “Halal 

Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia,” 

Jurnal Hukum Islam, Vol.18 No. 1 (Juni 2020). 
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produk halal untuk UKM sangat penting karena dengan sertifikasi halal, maka 

suatu produk telah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum. Ketentuan 

tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal yang mewajibkan semua UKM di Indonesia untuk memiliki 

sertifikasi halal melalui BPJPH. 

Penelitian Kelima, merupakan artikel yang ditulis oleh Hambali pada 

tahun 2020 dengan judul “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib 

Terhadap Produk Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis dalam 

Perdagangan (Technical Barrier To Trade Agreement),”
17

 Adapun hasil 

pembahasan dalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya keberadaan peraturan 

hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal konsisten terhadap ketentuan 

TBT Agreement. 

Penelitian Keenam, merupakan artikel yang ditulis oleh K.M. Ridho El-

Razy dan Romli SA pada tahun 2019 dengan judul “Politik Hukum Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”
18 Fokus kajiannya 

pertama, terkait jaminan halal terhadap produk pangan yang tidak di kemas, 

kedua terkait pengawasan yang sulit terhadap tatacara produksi dan peredaran 

produk haram maupun halal di Indonesia. Ketiga adanya ketidaksinkronan 

                                                           
17

Hambali Hambali, “Pemberlakuan Sertifikasi Halal Secara Wajib Terhadap Produk 

Asing Menurut Persetujuan Tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan (Technical Barrier To 

Trade Agreement),” Jurnal Nurani Hukum, Vol. 2 No. 2 (15 Agustus 2020).  

 
18

K.M. Ridho El-Razy dan Romli SA, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Jurnal Muamalah Raden Fatah, Vol. 1 (Juni 2019). 
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mengenai aturan yang termuat di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal. 

Penelitian ketujuh, merupakan tesis yang ditulis oleh Rizki Firmanda 

Dardin pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam 

Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara).”
19

 Adapun bahan 

kajian yang hendak ditulis dalam penelitian ini yaitu terkait penyelenggaran 

kewajiban sertifikasi halal serta pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga 

yang berwenang yaitu MUI dalam melakukan pengawasan serta apa saja kendala 

dan konsekuensi hukum dari ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang No. 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Penelitian Kedelapan, merupakan artikel yang ditulis oleh Yuli Agustina, 

Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma pada tahun 2019 

dengan judul “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk 

Usaha Kecil Menengah (Ukm).”
20

 Penelitian dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal 

pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Kabupaten Malang, 

tentang sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek 

usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan 

sertifikasi halal kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL. 

                                                           
19

Rizki Firmanda Dardin, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan 

Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara),” Tesis: Program Studi Magister Kenotariatan 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2019). 

 
20

Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma, 

“Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm),” 

Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 1, No.2 (November 2019). 
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Penelitian kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana pada 

tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim 

Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-

Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”
21

 Adapun tujuan 

dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan 

hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang beragama islam terhadap 

produk pangan yang tidak bersertifikat halal. 

Penelitian kesepuluh, skripsi yang ditulis oleh Zumroh Najiyah pada 

tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota 

Pasuruan).”
22

 Adapun fokus kajian yang dibahas yaitu mengenai implementasi 

kewajiban sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela kemudian menjadi 

suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian 

ini mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta 

                                                           
21

Ikhsan Maulana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk 

Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal,” Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

(2018). 

 
22

Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam 

Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-

MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan),” Skripsi: Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017). 
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memberikan argumentasi bahkan memberikan pembenaran berkaitan dengan 

perubahan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal dalam Undang-Undang No. 33 

Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster 

Jaminan Produk Halal, bahwasanya kebijakan pemerintah tersebut telah sesuai 

dengan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

sesuai dengan Maqāṣid asy-Syarī‟ah yaitu untuk mencapai kemaslahatan yaitu 

memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim untuk 

mengkonsumsi produk halal.  

1. Teori Politik Hukum  

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum adalah (legal policy) atau 

garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka 

mencapai tujuan negara.
23

 Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah 

kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan 

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 

yang dicita-citakan.
24

 

Dari definisi di atas, terdapat substansi yang sama dimana politik hukum 

merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai 

                                                           
23

 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2018), 

hlm. 1.  

 
24

 Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum,” dalam majalah Hukum 

dan Keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979, hlm. 15-16. Lihat juga dalam Soedarto, 

Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana, (Bandung: 

Sinar Baru, 1983), hlm. 20.  



16 
 

 

tujuan suatu negara. Hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

negara. Sehingga secara praktis, politik hukum dapat juga digunakan oleh 

pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional yang sesuai dengan tujuan 

negara.
25

  

Adapun cakupan studi politik hukum meliputi sekurang-kurangnya tiga 

hal yaitu Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan 

diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; 

Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya 

produk hukum; Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan. 

Pandangan hukum sebagai produk politik memposisikan bahwa hukum 

sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik, apalagi yang 

berkaitan dengan tataran ide atau cita hukum, dimana pernyataan tersebut benar 

apabila didasarkan pada Das Sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai 

undang-undang, dimana dalam faktanya apabila hukum dikonsepkan sebagai 

suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang memang memiliki 

wewenang untuk merancang dan membuat undang-undang maka tak ada seorang 

pun yang dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia 

merupakan bentuk kristalisasi, formalisasi, atau legislasi dari kehendak kehendak 

politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui 

dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa politik determinan 

atas hukum, yang mana politik sebagai independent variable (variable 

                                                           
25

 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, 

(Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.  
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berpengaruh) secara ekstrem dibedakan menjadi politik yang demokratis dan 

politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai dependent variable (variabel 

terpengaruh) dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. 

Oleh sebab itu, Mahfud MD mengemukakan bahwa perjalanan konfigurasi politik 

sangat berkaitan dengan perjalanan politik dalam mempengaruhi hukum dengan 

cara melihat kondisi kekuasaan yang ada dibelakang pembuatan dan proses 

penegakan hukum.
26

 Terdapat dua konsep konfigurasi politik hukum yaitu sebagai 

berikut: 

a. Konfigurasi politik demokratis dengan ciri melahirkan hukum yang responsif. 

Merupakan susunan sistem politik dengan membuka kesempatan (peluang) 

bagi partisispasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif dalam menentukan 

kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh 

wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan 

politik.
27

  

b. Konfigurasi politik Otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih 

memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh 

inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai 

dengan dorongan elite kekuasaan untuk melaksanakan persatuan, untuk 

menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elite 

                                                           
26

 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2018), 

hlm. 77.  

 
27

 Pengertian tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo, An 

Introduction Democratic Theory, (Network: Oxford University Press, 1960), hlm. 70 yang dikutip 

oleh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, hlm. 31.  
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politik yang kekal serta dibalik itu semua ada yang membenarkan konsentrasi 

kekuasaan.
28

  

Sebagaimana dalam penjelasan di atas, bahwa dalam suatu pemerintahan 

terdapat konfigurasi politik yang sesuai dengan rezimnya. Selain itu, terdapat 

karakteristik produk hukum di Indonesia yang terbagi menjadi dua yaitu:
29

 

a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang 

mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses 

perancangannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh baik dari 

kelompok-kelompok sosial, individu dan masyarakat. Oleh karena itu 

hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial, 

individu dan masyarakat.  

b. Produk hukum konservatif/ortodoks adalah produk hukum yang isinya lebih 

mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan 

pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis yaitu menjadi alat pelaksanaan 

ideologi dan program negara. Kemudian bersifat tertutup terhadap tuntutan 

kelompok masyarakat maupun individu dalam suatu masyarakat.  

Pada produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya 

bersifat partisipatif yaitu mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi 

masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. 

Melihat pada fungsinya juga, karakter hukum responsif juga bersifat aspiratif. 

                                                           
28

 Pengertian tersebut disunting dari pengertian totalitarisme sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Carter dan Herz yang dikutip oleh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di 

Indonesia, hlm. 31.  

 
29

 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Depok: Rajawali Press, 2018), 

hlm. 31-32. 
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Artinya memuat materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak 

masyarakat yang dilayaninya. Pada segi penafsiran, biasanya memberi peluang 

bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai macam 

aturan pelaksana.  

Berbeda dengan produk hukum yang berkarakter ortodoks, dan bersifat 

sentralistik dalam artian bahwa lebih didominasi oleh lembaga negara terutama 

pemegang kekuasaan eksekutif. Hukum ini juga bersifat positif-instrumentatif. 

Memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial politik pemegang kekuasaan 

atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan 

kepentingan program pemerintah. Sedangkan pada segi penfasiran, memberikan 

peluang luas bagi pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan 

berbagai aturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah.  

2. Teori Perundang-Undangan (Legislasi) 

Teori perundang-undangan merupakan teori yang mengkaji proses 

pembuatan atau pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahapan 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan 

pengundangan. Ada lima tahap dalam penyusunan peraturan perundang undangan 

atau legislasi di Indonesia, yang meliputi:
30

 

a. Perencanaan merupakan proses perbuatan atau cara merencanakan peraturan 

perundang-undangan. Merencanakan adalah kegiatan untuk membuat konsep 

dan merancang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.  

                                                           
30

 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33.  



20 
 

 

b. Penyusunan merupakan tahap untuk menyusun dan membuat peraturan 

perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan tersebut 

yaitu (1) Naskah akademik; (2) Landasan filosofis; (3) Landasan yuridis; (4) 

Landasan sosiologis; (5) Substansi: dan (6) Penutup. 

c. Pembahasan merupakan tahapan untuk mengupas, membicarakan, 

memperdebatkan, mengkritik, dan membantah peraturan perundang-

undangan yang telah disusun. 

d. Pengesahan merupakan tahap untuk menyatakan, mengakui, membenarkan 

dan menetapkan (tidak berubah, meneguhkan, dan menguatkan) peraturan 

perundang-undangan, dan 

e. Pengundangan merupakan tahap penempatan peraturan perundang-undangan 

dalam lembaran Negara Republik Indonesia.  

3. Konsep Maṣlaḥah Dalam Kaidah Fiqih Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah 

Manūṭun Bi Al- Maṣlaḥah 

Kaidah-kaidah fiqih yang ada dalam khazanah keilmuan al-qawaid a- 

fiqihiyyah pada dasarnya tebagi dalam dua kategori. Pertama adalah kaidah fiqih 

yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti 

hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah. Kedua, kaidah fiqih yang 

memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait 

dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia itu sendiri. 

Perlu dipahami bahwa kaidah Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah 

Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah mempunyai pengertian retorik (harfiyyah) dimana 

seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaṣlaḥatan rakyat bukan 
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mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginginan keluarganya atau 

kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang 

berbunyi; 

وا الأمَاواَتِ إلِىَ أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىهاسِ أنَْ تحَْكُمُىا َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ  إنِه اللَّه

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adilan. 

 

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh 

terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang 

mengandung manfaat dan maṣlaḥah bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, 

dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya 

kebijakan yang mendatangkan mudharat dan maḟsadah bagi rakyat, itulah yang 

harus disingkirkan dan dijauhi.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif atau 

kepustakaan (library research) yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan kepada 

analisa dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku hukum, tesis, skripsi, 

makalah, jurnal, artikel dan bahan bahan pustaka lainnya, dimana penelitian ini 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.
31

 Adapun 

objek kajian dalam tulisan ini yaitu tentang pengaturan sertifikasi halal di 
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 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 

2004), hlm. 2.  
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Indonesia sebelum dan sesudah dibentuknya regulasi  Jaminan Produk Halal 

hingga yang berlaku sampai saat ini, kemudian tentang politik hukum terkait 

perubahan Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 jo. 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis) 

serta bagaimana apabila kebijakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif 

Maṣlaḥah.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-

Analisis yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan problem solving 

mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.
32

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah tertentu dengan teori 

yang digunakan sebagai pisau analisis. Bersifat deskriptif karena bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia 

sebelum dan sesudah dibentuknya regulasi Jaminan Produk Halal hingga yang 

berlaku saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bersifat analisis karena bertujuan 

untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis terkait 

politik hukum perubahan regulasi kewajiban sertifikasi halal dari Undang-Undang 

No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal, serta bagaimana 

apabila kebijakan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif Maṣlaḥah. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 

10.  
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis 

normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach), artinya 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak diteliti
33

 dan yang kedua, 

menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan 

yang beranjak dari pemahaman terhadap pandangan (doktrin) yang berkembang 

dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi 

hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 

hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. 

Hal tersebut berkaitan dengan objek yang hendak diteliti dalam penelitian 

ini yaitu terkait apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan landasan 

yuridis pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan kewajiban 

sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Kluster Jaminan Produk Halal terkait implikasi dan manfaatnya bagi perusahaan 

produksi, masyarakat, dan negara yang ditinjau menggunakan Teori Politik 

Hukum Mahfud MD, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan 

konsep Maṣlaḥah dalam kaidah fiqih Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah 

Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah. 
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 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 

hlm. 35.  
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4. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari mana kita 

mendapatkan suatu data atau bahan-bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

dua jenis data, yaitu berupa data primer dan data sekunder.  

a. Data Primer 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pengganti Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan 

Produk Halal 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal 

(Aturan pelaksana) 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksana Bidang 

Jaminan Produk Halal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal.  

b. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

yang menjelaskan lebih rinci dari bahan hukum primer baik berupa buku atau 

kitab fiqih/ushul fiqih, buku-buku hukum, jurnal, artikel dan karya ilmiah 

lainnya yang relavan dengan topik penelitian yang dibahas yaitu terkait 

politik hukum kewajiban sertifikasi halal di Indonesia perspektif Maṣlaḥah. 
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5. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk 

solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau 

dengan kata lain analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah 

data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan 

dalam mengambil kesimpulan.
34

 Dalam penelitian ini, analisis data yang 

digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Adapun data data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian ini seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Jaminan Produk Halal, Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konsep Maṣlaḥah dalam 

kaidah fiqih Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah. 

Selanjutnya data data tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa 

kesimpulan dari hasil temuan yang dilakukan dalam penelitian ini.  

Apabila semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan metode 

analisis deskriptif-kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan 

data, peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode 

analisis yang terkumpul dari kaidah kaidah khusus kemudian ditarik menjadi 

kaidah umum. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk 

menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 36.   
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yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan politik hukum kewajiban sertifikasi 

halal di Indonesia dengan menggunakan Teori Politik Hukum Mahfud MD, Teori 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan juga Teori Maṣlaḥah dalam 

konsep fiqih sebagai pisau analisisnya.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan penelitian 

ini, maka penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) pokok pembahasan yang akan 

diuraikan dengan perincian sebagai berikut:  

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang 

rencana penelitian yang berisi sub-sub bab seperti latar belakang masalah yang 

mendasari penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran 

lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang Teori Politik Hukum Mahfud MD, 

Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konsep Maṣlaḥah 

dalam kaidah fiqih Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah 

sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti.  

Bab ketiga adalah bagian yang akan menguraikan proses pembentukan 

hukum (dinamika) kewajiban sertifikasi halal mulai dari sebelum terbentuknya 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hingga 

disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dari 
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tahap pengusulan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga 

pengundangannya.  

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah 

jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah dibuat yaitu tentang 

bagaimana pengaturan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan 

sesudah dibentuknya regulasi Jaminan Produk Halal hingga yang berlaku sampai 

saat ini, kemudian bagaimana politik hukum terkait perubahan regulasi kewajiban 

sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

Kluster Jaminan Produk Halal (landasan filosofis, sosiologis dan yuridis) serta 

mendiskusikan bagaimana apabila kebijakan pemerintah terkait perubahan 

substansi dalam regulasi tersebut ditinjau menggunakan konsep Maṣlaḥah dalam 

kaidah fiqih Taṣarrul Al-Imam „Ala al-Ra‟iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlaḥah.  

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi 

bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini, yang mana di 

dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan sertifikasi halal di Indonesia dari sebelum Undang-Undang No. 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terbentuk, mengalami 

perubahan yang cukup signifikan, baik perubahan dari aspek regulasi 

hingga kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan 

sertifikasi halal yang awalnya hanya bersifat suka rela menjadi wajib bagi 

semua produk hingga terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020  

tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memangkas birokrasi dan 

regulasi yang tumpang tindih dari aturan-aturan yang diberlakukan 

sebelumnya (semua regulasi yang mengatur tentang halal).  

2. Proses pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal berdasarkan indikator politik hukum Teori Mahfud MD, 

menurut hasil analisis penulis yaitu menggunakan sistem konfigurasi 

politik yang demokratis dimana apabila ditinjau dari aspek filosofis, 

sosiologis dan yuridis serta teori pembentukan peraturan perundang-

undangan telah sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam substansi 

muatan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.  

Sedangkan politik hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang 
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Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal dibuat dengan menggunakan 

sistem konfigurasi politik otoriter karena dalam proses pembuatannya 

banyak melanggar asas-asas pembentukan peraturan perudang-undangan 

sebagaimana yang dinyatakan dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat karena cacat formil. 

3. Kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum kewajiban 

sertifikasi halal dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

apabila ditinjau dari konsep Maṣlaḥah dalam kaidah Taṣarrul Al-Imam 

„Ala al-Ra‟iyyah Manūṭun Bi Al- Maṣlaḥah berdasarkan hasil analisa 

penulis yaitu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat serta maqâsid 

al-syarî„ah, dimana perubahan-perubahan tersebut justru memberikan 

manfaat (maṣlaḥah) yang meliputi 3 kategori yaitu untuk memelihara 

agama (hifdz ad-dīn), memelihara jiwa (hifdz al nafs), memelihara akal 

(hifdz al-āql), dan memelihara harta (hifdz al māl). 

 

B. Kritik dan Saran 

Pada akhirnya, berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan di atas, 

melalui sidang putusan MK yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat. Dengan 

demikian, menurut hemat penulis harus ditekankan kembali apakah diperlukan 

pengujian terhadap UU tersebut baik secara formil ataupun pengujian secara 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf
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materil. Dimana pengujian secara formil berarti semua pasal pasal dan 

substansi yang ada dalam UU Cipta Kerja akan dibatalkan pemberlakuannya 

karena proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan proses pembentukan 

hukum (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 15 

Tahun 2019) meskipun pasal pasal terkait jaminan produk halal bersifat 

responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan apabila dilakukan 

pengujian secara materil saja dimana hanya fokus untuk menguji pasal pasal 

yang dianggap tidak atau kurang konstitusional sehingga perlu untuk 

dibatalkan. 
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Pakar Hukum: Pembentukan UU Cipta Kerja Merupakan Proses Legislasi 

Terburukhttps://Nasional.kompas.com/read/2020/10/17/11113141/pak

ar-hukum-pembentukan-uu-cipta-kerja-merupakan-proses-legislasi-

terburuk) diakses pada hari Selasa pukul 21.36 WIT.  

https://mui.or.id/kepengurusan/
http://www.hukumonline.com/
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https://nasional.tempo.co/read/1283574/pbnu-desak-pemerintah-revisi-total-uu-

jaminan-produk halal /full & view=ok diakse tanggal 14/12/2019.  

http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal 

diakses tanggal 1/12/2019.” 

https://today.line.me/id/pc/article/Pelaksanaan+UU+Jaminan+Produk+Halal+Dini

lai+Serba+Terburu+buru-jGkg22 diakses tanggal 25/11/2019. 

https://ihram.co.id/berita/qds0ms327/deklarasihalalmandiriuntukukmalamuhamm

adiyah diakses tanggal 10/10/2020 

https://jeo.kompas.com/omnibus-law-perlukah-umkm-deg-degan 

https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-

umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun. diakses tanggal 03/10/2020 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-

berapa-jumlah-umkm-di-indonesia 

https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia. Diakses tanggal 03/10/2020 

http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal 

diakses tanggal 1/12/2019.” 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah 

http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal%20diakses%20tanggal%201/12/2019
http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal%20diakses%20tanggal%201/12/2019
https://ihram.co.id/berita/qds0ms327/deklarasihalalmandiriuntukukmalamuhammadiyah%20diakses%20tanggal%2010/10/2020
https://ihram.co.id/berita/qds0ms327/deklarasihalalmandiriuntukukmalamuhammadiyah%20diakses%20tanggal%2010/10/2020
https://jeo.kompas.com/omnibus-law-perlukah-umkm-deg-degan
https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun.%20diakses%20tanggal%2003/10/2020
https://www.jawapos.com/ekonomi/16/01/2020/akumindo-yakin-kontribusi-umkm-tahun-ini-capai-rp-2-3945-triliun.%20diakses%20tanggal%2003/10/2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beri-stimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia
https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia.%20Diakses%20tanggal%2003/10/2020
http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal%20diakses%20tanggal%201/12/2019
http://farid-wajdi.com/detailpost/aspek-pidana-dalam-uu-jaminan-produk-halal%20diakses%20tanggal%201/12/2019
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Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang PercepatanPelaksanaan 

Berusaha. 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Produk Halal. 

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan 

Produk Halal. 

Bagian Menimbang, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 

PercepatanPelaksanaan Berusaha. 

 

Naskah Akademik: 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sekretariat 

Jendral DPR RI.  

Naskah Akademik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, (Januari 2020).  
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